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PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 36 TAHUN 2011
~ TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 42 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati. -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dasrah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa: Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagalmana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten ‘Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa: Barat
(Lermbaran Negara Republik Indonenesia Tahun 1968 ‘Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 44, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

3298);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang ‘Nomor 12 Tauhun 2008 tentang Perubahan Kedua. Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara ‘Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Soslal Naslonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lémharan Negara Republik:Indonesia Tahun 2007 Nomor
66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kgfse}ghteraaq
Soslal. (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2009 Nomor
12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
‘Daerah:(Lembaran Negara Republik:indonesia Tahun 2005:Nomor
'139, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia'Nomor 4577);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelotaan
Keuangan Daerah -(Lembaran Negara Republik- Indonesla Tahun
2005°Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor4578);

12.Peraturan -Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, .Pemerintahan Daerah
Provinsi dan ‘Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan .Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang. Organisasi
P t-Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia “Tahun
2007 “Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republiik indonesia
‘Nomor 4741);

14~.'P_el;g,tgrgn Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. Standar

- Akuntansi . Pemerintahan (Lembaran Negara’ Republik - Indonesla
Tahun' 2010° Nomor 123, Tambahan Lemibaran Negafa Repubilk
Indonesia Nomor 5165); '

15:Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan ‘Hibah:(Lembaran
Negara- Republik -Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesla Nomor 5202);

16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Ba'rang_/_.lpsa'Pemerlntah; '

17.Peraturan Menteri Dalam Ne
Pedoman Pengelolaan: Keu

geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
come | angan Daerah, : sebagalmana. telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
‘Negerl Nomor 21 Tahun; 2011 tentang Perubahan kedua’Peraturan
Menteri. Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

18.Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pe_dom_an Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19.Pe_ra;uran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Serl E Nomor 72).

20.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan,
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN- PERTANGGUNGJAWABAN ‘HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan: Bupatlv_,lni,.;yang:dlmaksud dengan:

1.

2.
3.
4

2

10.

=

o

14.

15.

1e6.

17.

Daei”a'h-:fédé|dh:%K=alpLu_pa,t§h:Kunlngan
Pemerintah-Daerah-adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan
Bup;a'tl-dd,a‘_iéhﬁﬁbbatl Kuningan.

Dewan’ P&Mﬁkllﬁﬂ‘é Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan: :Daerah Kabupaten Kuningan.

Sekiéidﬁét;l)gegaljifadaIah ‘Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

,Sekrﬁ:efai"iéfb'ajéﬁa"h‘ﬁa’d'al‘ah Sekretaris'Daerah Kabupaten Kuningan.

Keuangan -Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyeleng n:;pemerintahan daerah yang dapat. dinllal dengan uang termasuk

: gala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibah
daerah:tersebut.

Angg'a.ran~ Pepjdgpa_tan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ‘yang. dibahas dan disetujul

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah. '

Pejqpat~fegggw._elql,.a-i Kquaqgan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja: pengelola‘ keuangan daerah yang mempunyal -tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan :-Kg:;jaé;ﬁén@ge;lp}az:}Seuaqgan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
‘perangKat daerah:pada‘Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan-APBD.
Sa't;ygnz:.)(gr}g ‘P razng}ga:t'4.pagr'ah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
‘ nada:pen erintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

"emé.ri’qga_h ‘Daerah yang;selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
utusan  Bupati dan dipimpin oleh sekretarls daerah yang

lapkan serta melaksanakan: kebijakan Bupatl dalam rangka

ang.anggotanya terdiri darl pejabat perencana daerah, PPKD dan

' A ua‘lfidérig';infkeb‘utuhafn.

Regggna; .':!(Q;rjé“qagf;Argig‘garan PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD .adalah
rica a..dan.’Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

a:Umum Daerah.

Rencana Kerja- dan Anggaran SKPD

dokumen perencanaan dan pen

anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yar{g sélanjutnya disingkat DPA-PPKD

merupakan dokumen pelaksanaan. anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar.pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hlbgh adélah- 'pe'mb.eﬂan uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah Kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan

yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
ganggaran yang berisi program, bgegiatan dan

yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
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organlsasl ‘kemasys k_gtan. yang secara speslflk telah dltetapkan peruntukannya,

19.

v terpur k:dan tldak dapat hldup dalam: kondlsl wa]ar
20.: N ~Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
. aefah dengan penerima hibah.

21, kemasyarakatan adalah organisasi

yang dibentuk oleh anggota

alam pembangunan dalam rangka mencapal tujuém naslonal

dalam wadah Ne_ ara Kesatuan -Republik Indonesla yang berdasarkan ‘Pancaslla

: termasuk organ _',',sl non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan
: ketentuan peru'ndang-undangan

22, Anggota Masyamkat adalah warga Kabupaten Kuningan.

23.  InstansiVertikal.adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten Kdnlngan.

BAB it
JENIS PEMBERIAN

Pasal 2

Jenis.pemberian Pemerintah Daerah berupa Hibah, Bantuan Soslal yang bersumber darl
Anggaran Pendapatan‘dan’ ‘Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

(1) ; Hlba sqbagalmana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
(2) ! Ba tian- 'soslal sebagalmana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau

barang.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

n Inl.adalah memberikan pedoman tata .cara pemberian dan
vn~ ‘hibah,. 'dan banthan sosial yang diberlkan kepada ‘penerima

i :ptuan 'soslal - untuk meningkatkan pemberdayaan dan partlslpqsl
masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabllitas di bidang
keuangan.

(2) ; Tujuan peraturan Ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam rangka’ pemberlan dan pertanggungjawaban hibah, dan bantuan sosisl.
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BAB IV
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) iPeme’glntab ‘Daerah dapat memberlkan hibah sesual kemampuan keuangan daerah.

@) lP’e’mﬁé;lan _hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) |Pemberian: hibah‘sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang
pencapalan. -sasaran -program dan keglatan pemerintah daerah dengan

memperhatikan ~asas’ keadllan, kepatutan, raslonalitas, dan manfaat untuk

masyarakat. T :

4) 'Pemberlan ‘hibah -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling
Ised!klt’:

'a. perQintukannyg,gsggara;speslflk telah ditetapkan; ,
b. untuk melaksanakan-keglatan yang menjadi urusan daerah; -

c. untuk keglatan :dengan kondisi. tertentu yang berkaitan. dengan- penyelenggaraan
- keglatan'.pemerintah daerah yang berskala nasional /internasional/regional di

daerah.
d. Untuk ‘melaksanakan kegiatan sebagal akibat kebijakan pemerintah yang.
' mengakib penambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'
Kabupaten Kiningan. ,
e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus.setiap tahun anggaran, kecuali
:  ditentuk er

entukan:| oleh. peraturan perundang-undangan; dan
f. memenuhl:persyaratan penerima hibah. '

: Pasal 6
Hibalh:-daggt. diberikan kepada:
a. pitamefi'ﬁtah;
b. perusahaan daerah;
¢. masyarakat; dan/atau
d. organisasi-kemasyarakatan.
Pasal 7

(1) {Hibah.kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan:
l}kg' arl:kementerlan/lemba

larl:keme: ga pemerintah non kementérlan yang
erjanya‘berada‘di'Daérah,

>ada:-perusahaan: daerah Sebagaimana dimaksud ddlam Pasal 6 huruf b
:Badan:Usaha: Milik. Daerah dalam rangka'.-pénerusan‘hlba'h.‘-‘yan'g-;
|diterima 'pemerintah daerah dari Pemerintah sesual dengan ketentuan peraturan’
| perundang-undangan.

(3) :Hibah: kepada :masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ diberikan
‘kepada kelompok orang yang memilikli keglatan tertentu dalam bidang:
iperekonomlan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenlan, adat istladat, dan-
i keolahragaan non-profesional.

(4) iHibash kepada organisasl kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

“huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
. peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) ‘Hibah: kepada pemerintah sebagalmana pada pasal 7 ayat (1) diberikan dengan
: persyaratan paling sedikit : ' .
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a. Memilliki tujuan penggunyaan yang jelas untuk menunjang peningkatan
~ penyelenggaraan fungsl pemerintah di Daerah;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

c. qupeﬁ!mpadgkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasl
belanja. hibah' yang pernah diterima dan/ atau keglatan sejenis yang telah
dilaksanakan. '

(2) Hlbaﬁ}-}k"epéﬂ‘aagfp usahaan daerah sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) diberikan

‘dengan:persyaratan paling sedIkit :

a. Méﬁ\lllkl t_u]\i_,an penggunaan “yang jelas untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar.

b. Beikedud‘ukani-sabagal badan usaha milik Pemerintah Daerah.

c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi

belanja. hibah yang pernah diterima’ dan/ atau keglatan sejenis yang telah
dilaksanakan.

(3) Hibah'kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberlkan
dengan persyaratan:paling sedikit:
a,/Memiliki kepengurusan yang jetas;
,b rkedudukandalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
&Memlllklsekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;

d. Mempertimibangkan: kinerja pengelolaan belanja. hibah sebelumnya, akumulasi

“belanja: ‘hibah~ yang ‘pernah diterima dan/ atau keglatan sejenis yang telah
dilaksanakan
(4) Hibah kepada organisas} kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4)-diberikan: an‘persyaratan paling sedikit:

a. ‘M’émiillil kepeﬁgurusan yang jelas;

@Iah terdaftarpada p,emerlptah' daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun,
—kecuail'ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. Betkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

d. Memiliki Sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

(1)gP,emgg!p}a;!},?;RﬁggggI}ggn;dagrah, masyarakat dan organisasi-kemasyarakatan dapat
‘menyampalkan:usulan hibah secara tertulis kepada-Bupati.

(2) .Bupati. menunjuk “SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagal
‘dimaksud-pada ayat (1). gaimana

(3) ,Kepg!&} S.KPD’fvtggk_a‘_lt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil
‘evaluasl bem_pa‘.er‘e‘komendast kepada Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD_'memper]kgn'-L‘pe_rtlmbangan atas rekomendasi sebagalmana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

(1) F;:I;g;ngendasti (l;e‘)p:lg SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam
©9 ayat (3)-dan ayat (4) menjadi dasar pencantuma '
dalam rancangan KUA dan PPAS. " slokast anggaran hibah

(2) Pencantuman alokasi anggaran seba

3 gaimana dimaksud d
anggaran hibah berupa uang, barang, pada ayat (1), meliputi

dan/atau jasa.
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Pasal 11

(1) RHibah.berupa uang -dicantumkan dalam RKA-PPKD.
2) Hlbah?berupa barang ataujasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

-SKPD: :sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
afan hibah-dalam APBD ‘sesual peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

rupa . uang. dlanggarkan dalam' kelompok belanja tidak langsung, jenis
bah :dan tinclan.obyek belanja berkenaan pada PPKD.

_ tau.:-]asa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
ale ogram dan: keglatan, yang dluraikan Kedalam Jenls belanja
byekv:be'lanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak
ketigar masyara at, dan rinclan obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak
ketiga a‘syarakj', berkenaan :pada SKPD.

Rincian obyek beianja  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dlcanxumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 13

SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi usulan s
ayat (2) untuk: bantuan’ ‘hibah.adalah sebagai berlkut :

a. Urusqn pendldlkan, pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pendlidikan,

ebagaimana dimaksud pada pasal 9

umhm bldang jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Dinas Bina

d. Urusan ‘pekerjaan umum bidang Irigasi dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan

Pertambangan

e. ,Urus'an,‘pemukiman.»perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang
‘dan Clpta Karya;

f.  Urusan' lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan -Hidup
Daerah;

g Urusan :;pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan
Kelua 'ga ‘Berencana-dan: Pemberdayaan Perempuan;

h. Urusan soslal,: keagamaan / peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan
‘oleh %Baglan Kes Jahteraan ‘Masyarakat Sekretariat Daerah;

[ e _rjaan dilaksanakan oleh Dinas Soslal dan Tenaga Kerja;

). , an usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
Usaha:Kecll Menengah

k. Urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan,

. Urusan polltlk .dalam. negerl, pertanahan dan keamanan dilaksanakan oleh Badan
: Kesatuan angsa Politik: dan- PerlindungamMasyarakat

m. . Urusa

: ‘daerah -dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian
‘Pemer ntahan Umum SGkretarlat Daerah;

n. :Urusan perusahaan -daerah dan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Bagian.
Perekonomlan Sekljetarlat Daerah;

o. Urusan ayaan masyarakat dan desa dilaksanakan
Pemberdayaan:Masyarakat Desa;
Urusan: perpustakaan: dllaksanaka
Urusan pertanian, péternakan, d
peternakan dan Perikanan;

Urusan kehutanan dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
Urusan komunlkasi dan informa

tika dilaksanakan oleh Dinas Komunlkasi dan
Informatika;

t. Urusan perindustrian dan
Perdagangan.

oleh Badan

LR

n oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
an perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,

n =

perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

(1):Pelaksanaan- anggaran hibah.berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2): Pelaksanaan ahggaran hibah- berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

tlap-.;;pemberianwhlbah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh
it : d aishlbah

| vebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenal

Pemberi dan‘penerima hibah;

Tuj'i;!an-'pembgrlan" hibah; ,
Bééér'an/rlnélah.ﬁenggunaan: hibah yang akan diterima;
Hak dan kewajiban;

Tata cara penyaluran/penyerahan hibah: dan

Tata cara pelaporan hibah.

3) : Bupatl dapat. menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
(4) . . Format NPHD' tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

~92 a0 op

Pasal 16

(1) Bupati menetapk n daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang

..... d_ihlbahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan
A ,BD ‘dan‘Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Daft , vpep lma hlbah sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) menjadi dasar

n‘-; hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hlbah
ndatanganan NPHD.

(4) - Pencaltan hlbah dalam bentuk uan

g dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS).

Pasal 17

Pengadaan. barang dan. ;Jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1)'berpedoman’ pada peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Bupati: ‘melalui‘PPKD: ‘dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerlma hibah - ‘berupa: barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalul’ kepala SKPD terkalt.

Pasal 19

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam
tahun-anggaran‘berkenaan.
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(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada

jenis'belanja -barang dan Jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
. @ Proposal belanja hibah;
/b Naskah perjanjian hibah daerah;
c. Suratpernyataan tanggungjawab;
d. SPM/?ST,&D;dah}bﬁkil;traﬁéfer/ penyerahan uang serta kwitansi;
‘; ,

. e, Buktiserah terima biatang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21
(1) Penerima-hibah- bertanggun
hibah:yang diterimanya.
(2) Pertanggunglawaban.penerima hibah meliputi:
a. Laporanpenggunaan belanja hibah;

b. Sumtpemyataantanggung Jawab: yang menyatakan bahwa hibah yang diterima -
telah’ digunakan sesual’NPHD; dan

c. BUfkt}.-.buMI, g.pglj_ggjtjm_ran yang lengkap dan sah sesual peraturan perundang-
undangan ‘bagl;penerima hibah berupa uang

g Jawab secara formal dan material atas penggunaan

d. Salinan"buktlislerahr».térlbma:barang/jasafbagl penerima hibah berupa barang/jasa.
(3) Pertanggunglawaban: sebegaimaria. dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hurf b
dis«a AT S B “dai

upati paling lambat tanggal 2 0 berikutnya.

(4) Perte ar agaimana dimaksud pada-ayat (2) huruf ¢ disimpan dan
dipergtinak rima‘hibah selaku obyek pemeriksaan)

Pasal 22

(1) Realisaskhibah dicantumkan pada Ia
anggatan berkenaan.

(2) Hibahberupa barang;
akhirtahun'anggaran b

poran keuangan pemerintah daerah dalam tahun

ng belum diserahkan kepada penerima hibah sampal dengan

erkenaan dilaporian sebagal persediaan dalam neraca. B
Pasal 23

(1) Realisasi- hrlb‘ah,::bq,rypa’.‘pqrgng_, dan/atau jasa dikonversikan ‘sesual standar.akuntansi|
pemerintahan pada‘:laporan- realls

i an pada‘lap : asl anggaran dan.diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi. dan pengungkapan hibah beru

; lan pengun pa barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Pe

raturan Bupati inl.

BAB V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah .dapat memberikan

‘ ah.dapat bantuan sosial kepada anggota/ketompok
masyarakat sesual'kemampuan keuangan daerah.



-10-

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memprioritaskan -pemenuhan  belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mellputi:

a.

(1)

(@)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(@)

;dan/atau-masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabli
Lkﬂs"ls}é.ot.lal.:e'kqno_m'j', politik, bencana, atau fenomena alam agar
‘kebutuhan-hidup minimum:;

Lembaga non:pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang.lain yang
berparan - untuk: melindungl individu, kelompok, dan/atau masyarakat darl
kemiingkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

Pemberlan. bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

memén uhlkﬂte apaling:sedikit:

a. Selektif;

b. Mfé?r’t:\e'nuh)z;pézsyggatgn,.1penerima bantuan;

c. Bersifat:sementara-dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
‘berkelanjutan;

d. Sesual.tujuan.penggunaan.

Krltgrjl_a;'@!Qk:tjf"seb;ggg:[mgqa.dlmaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa
bantuan soslal ‘hdnya:: diberlkan kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melindungi:dari:’kemungKkinan resiko sosial.

Kriterla persyaratan-penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufib

meliputi: '

a. Memiliki identitas yang jelas; dan 4

b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten
Kuningan.

Kriterla: bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)-huruf ¢ dlartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak: wajib dan tidak haris

diberikan setiap‘tahun-anggaran.

Keadaan:tertentu. dapat: berkelanjutan sebagaimana dimaksud.pada ayat (1)-huruf.c
diartikan bal ntuan -soslal dapat diberik gg :
penerima-bantuan telah lepas dari resika sosial.
Kriterla. sesual :tujuan penggunaan sebagaimana
bahWa}tqua_n?p,bnibe'rlan bantuan sosial meliputi:
a. Rehabilitasi sosial;

. Perlindungan sosial;

Pemberdayaan sosial;

. Jaminan sosial;

Penanggulangan kemiskinan: dan
Penanggulangan bencana.

an setiap tahun anggaran sampai

dimaksud pada ayat (1) huruf d

~oa000

Pasal 27

Rehabilitasi. sosial sebagaimana dimaksud

untuk mémq’llhkan:'dah mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat‘(G) huruf b ditujukan
untuk mencg_gah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang, ;kglgg,gga,~ ‘kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesual'dengan’kebiituhan dasar minimal.

dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan
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(3) Pemb
@ % Rt

) Pé

Y: ',kat yang tldak mempunyal atau mempunyal sumbet
n“tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi

(6)-

mefupfikan serangkalan upaya yang dltujukan untuk rehabllitasi

Pasal 28

: soslal dapat berupa.uang atau barang yang diterima-langsung oleh penerima

(2) Bantis

antuan soslal:berupa. uang sebagaimana dimaksud pada;ayat (1). adalah. uang:yang

~ dibe; angsung” kepada penerima’ sepertl:-beasiswa bagl anak. miskn,

yayasan:-pe latu, .masyarakat lanjut. usla, terlantar, cacat berat dan
tunja

a-putrl’ pahlawan yang tidak ‘mampu.

(3) Bantuan soslal berupa barang sebagaimana dimaksud: pada: ayat.(1) adalah: barang
ra. Iangsung kepada penerima sepertl ‘bantuan  ker daraan

olah.Juar'biasa swasta dan masyarakat: tldak mampu,“ bantuan

s epada yatim platu/tuna sosial, dan bantuan temak bagl
kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 29

(1) Anggota/kelompok masyarakat. menyampalkan usulan tertulis kepada Bupati.

enunju SKPD terkait untuk rhelakukan evaluasi usulan tertulls sebagaimana
] da yatf(:!.)

KPD terka,lt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan haslil
; _,komendasl kepada Bugatl melalul TAPD.

(4) TAPD A_memberlkan :pertimban

ayat’ (3) sesual: :dengan: priorita

gan atas rekomendasi . sebagaimana dimaksud pada
s-dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

(1) Rekomendasl ke

pala SKPD-dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam
(3):dan: ayat (4) :menjad| dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan
soslal;--.dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman: -alokasi -anggaran seba

galmana dimaksud pada ayat (1), meliputi
anggaran bantuan soslal berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa: barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
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(3) RKA-PPKD dan-RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
dasari.penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesual peraturan perundangs
undangan.

Pasal 32

(1) Bantuan soslal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dlanggarkan:.dala kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,
oyek;:danr yek'belanja'berkenaan -pada PPKD.

erupa .barang sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 31 ayat (2)

N kélompok “belanja- ‘langsung. ‘yang _diformulasikan. kedalam

program:dan atan, yang diuraikan’ kedalam Jenis:belanja barang dan jasa, obyek
elanja.‘ban soglal “barang. berkenaan yang akan. disérahkan kepada pihak
' én-}rjﬁéfa’n obyek belanja bantuan sosial barang yang akan

ahkan-plhiak:ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rinclan: obyek:belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat @)

dicantumkan:nama‘penerima dan besaran bantuan sosial.

(2)" Bant

Pasal 33

melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 29
soslal:adalah sebagal berikut :

. pémuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,
aga;

;[I'_afksana,kan oleh Dinas Kesehatan;
langan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

lal dilaksanakan oleh.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
an:perempuan: dan’ perlindungan anak-dilaksanakan’oleh ‘Badan
an:Pemberdayaan Perempuan ;

“keagamaan dilaksanakan oleh Baglan Kesejahteraan Rakyat
h.

e dayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan
an:Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

(1). ~PQ_|axganqu:,ggggqran;hantuan sosial ber}upa uangberdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) ‘Pelaksanaan anggaran bantuan soslal berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

(1) B_qu}lf;m“e:p t g}_@g,,.clgttpr penerima dan besaran
Bupatt-berdasarkan: Peraturan Daerah t
Penjabaran-APBD.

(2) Peny:valur_an/.p‘,enygr‘ayh‘an, bantuan sosial didasarkan pada -daftar penerima bantuan
soslal:yang.ztercantum- dalam- keputusan Bupati sebagaimana.dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam: halibgpgpan;;soslal berupa uang yang nilainya diatas .Rp 5.000.000,00 (lima
juta ruplah) diproses melalui Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)
kepada penerima bantuan soslal,

(4) Dalam hal bantuan sosial beru

Pa uang dengan nllai sampat dengan Rp 5.000.000,00
g:un;a Juta rupiah) pencalrannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang

bantuan. soslal dengan. keputusan
entang APBD dan Peraturan Bupati tentang
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' lal sebagaimana.
5) Penyaluran .dana bantuan soslal kepada penerima bantuan sos _
® dlmzﬁéﬁdiigpédd:‘faygtj_(f4)'-dllen‘g’kapl ‘dengan surat pernyataan dan kuitansi buktl
penerimaan:uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan:barang:dan Jasa dalam rangka bantuan sosial sebq.g'almana dimaksud dglam
Pasal 3-ayat(2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

I-berupa uang menyampalkan-laporan-penggunaan bantuan
talul PPKD.dengan tembusankepada SKPD:terkalt.
:betupa.barang:menyampaikan laporan-penggunaan bantuan
relalul kepala SKPD terkait.

Pasal 38

upa.uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan soslal
KC ahun-anggaran berkenaan.

soslal - berupa barang dicatat sebagal realisasi obyek belanja bantuan. sosial
arang'dan Jasa dalam program dan keglatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

Perta_ng_gung]gwgban;:p,_e_metmgah daerah atas pemberlan bantuan sosial meliputi:
a. Proposal:belanja:bantuan sosial ;

b. Keputusa Bupat entang.penetapan daftar definitif penerima dan besaran belanja
barituan-soslal, balk:berupa uang - maupun barang; .

c. Suratpernyatas .tdﬁ‘ggbhgjawab;

g‘k{tl'}etra’nsfer atau kwitansi/penyerahan uang atas pemberian
upa:uang; dan

e. Berita.acara:serah terima barang atas pemberian bantuan soslal berupa barang.

Pasal 40

(1) Penerima _bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan:sosial yang diterimanya.

(2) Pert_éh;'g.ggngl.éwébén,pénerlma bantuan sosial meliputi:
a. Lapbran;.pe’lhgguhaan:bantuan soslal oléh penerima bantuan sosial;
b, Su’r'ét..:fpémr ‘

1al..po ataatan !.l__. awab yang menyatakan bahwa bant '
diterima te ahfidlgur)‘a‘l(ga%rfggUal-'d'er%gaﬁ.'usulayn; antuan soslal yang

c. Buktibuktl:pengeluaran. yang lengkap dan sah sesual peratura ‘-
undan"ga’n*baglipeherlrha:bamuan sos‘lgl berupa uang; dan P n perundang-

d. Salinan berita. acara serah terima baran bagi
berupa barns: E bagi penerima belanja bantuan sosial

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dim

angsungjawaban seb aksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampalkan kepada‘Bupati paling lamb

at tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada a

nanggunglav NS¢ yat (2) huruf ¢ disimpan dan
dipergunakan oleh penerima bantuan soslal selaku oby P

ek pemeriksaan.
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Pasal 41
(1) Realisasi :bantuan. soslal: dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
‘dala i n.berkenaan.

pa barang. yang. belum diserahkan _kepada penerima bantuan
shgan:akhlr tahun anggaran berkenaan ‘dilaporkan sebagal persediaan

Pasal 42

I berupa barang dikonversikan sesual standar. akuntansi
ran:realisasi; anggaran dan. diungkapkan pada catatan atss
alam penyusunan‘laporan keuangan pemerintah daerah.

n::pengungkapan . bantuan soslal berupa barang sebagaimana
- dimaksud-ayati(f)teréantum:pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

‘BAB VI
PENCAIRAN

Pasal 43

-Hibah dan:Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam.pasal

leh-:Bendahara. Pengeluaran- dengan. menerbitkan: Surat
sung: (SPPLLS) yang. diajukain. kepada Pengguna Angigaras
nerbitan- SPM' dan ‘SP2D: rhelalg’:_‘i."Pej'abét?’r~Péﬁ§tansé‘ﬁéagf
d dan - Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan
an‘sebagal berikut :

njutan;

rekening-bank atas nama SKPD/LSM/Lembaga, Organisasi
(M.dan'sebaglinya; !

copy-KTP Ketua / Kepala dan Bendahara;

/ slrangkap 4 (empat) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua
bermateral ‘Rp*6:000,00 (enam ribu rupiah) distempel dan diketahui oleh Instans|
terkalt;

5. 'qugliggi:;sy:,a_ty:jp_emya_t“aan.'yang telah disediakan kemudian ditandatangani oleh

Bendahara dari:Ketua bermateral Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan di stemapel.

BAB. Vil
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 44

unglawaban keuangan kepada. Bupatl melalui Badan
:Daerah-dalam rangkap 2 (dua), ‘Asli disampaikan ke
SKPD terkalt selambat-lambatnya tanggal 10 bulan

'BPKAD “dan tembusan 'kapada
berikutnyal

BAB. viii
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 45 .
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberlan hibah dan bantuan
sosial.

(2) Hasll. mpnltpring;dan -evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan
kepaq_ei:='BUpatl dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.

Pasal 46

Daiam hal hasil:-monitoring dan evaluasi seba

: il:monitorin gaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
terdapat penggunaan hibah atau bantuan s

osial yang tidak sesual dengan usulan yang
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telah disetujul, pene_,ggma,,hlbah_ atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Bentuk format. Naskah Perjanjian Hibah, Berita Acara Penyerahan Hibah: dan Surat

Pernyataan Hibah -dan Bantuan Soslal sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Ini.
(2) Bentuk * format Surat Pernyataan dan, B

tul erita Acara Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1!

‘Peraturan inl.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati inl:

a. Pemberlan hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat

dilaksanakan ‘sepanjang telah dlanggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun
anggaran 2011. '

b. Pengggggaran,;p,elgks,anaand_an penatausahaan, nelenora.n.34ﬂn'<994905895a&§*!998n~-5
serta ‘monitoring‘dan- evaluasi pemberian hibah dan: bantuan ‘soslal ‘mulal’ tahun
anggaran 2012:berpedoman pada Peraturan Bupatl ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerin

INg d¢ ] tahkan pengundangan Peraturan Bupati
inl dengan -penempatannya dalam Berita Daerah.

~:Qitetapkan.di Kuningan
Pada tanggal 16-11-2011
M _—BUPATI KUNINGAN

Diundangkan di-Kuningan
pada:tanggal: 17-11-2011
‘KUNINGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN' 1.1, NOMOR....36
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR -

TANGGAL :
TENTANG : TATA. :CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN ‘SOSIAL YANG BERSUMBER DARI'ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH
Form. 1.1
NASKAH PERJANJIAN HIBAH
NOMOR :.....cveereerrerrrenaerseneas
TENTANG
PEMBERIAN:HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TKEPADA ..o st essasassassinens
TAHUN e s re s v
Pada hari Ini............ tanggal................. bulan ... tahun......... (coreererimrraneecneeens )

bertempat-di’ Kabupaten Kuningan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama

Jabatan
Alamat : Jalan Slliwangi no 88 Kuningan

Dalam:hal ini:bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah- mewakli
merintah--Kabupateén’Kuningan: berdasarkan Surat Keputusan:Menteri Dalam: :Neget

hun ................ Tanggal tentang :pe g&ca p
aha Pengangkatan Bupatl Kunlngan Provlnsl Jaw

::bibmor 12 Tahun 2008" tentang,Pembahari :Kedua. atas
ahun 2004 tentang Pemerintah Daeérah. Untuk selanjutnya

‘disebut'sebaga) PIHAK PERTAMA.

2. NEBME et
Jabatan et
Alamat

......................................................................................

......................................................................................

Dalam hal ini- bertlndak .sebagai penerima, hibah dan oleh karena itu sah mewakill
. : untukselan}utnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

'K»' KEDUA masjng-masing dalam kedudukannya tersebut
gm perjan]lan 1ini; ‘hakhal sebagaif bertkut :
jjang kelancaran keglatan pemerlntah / -.pemerintah

- .,:daerah / masyarakat / organlsasl kemasyarakatan.
iperlu: eper_u.-memberlkan hibah kepada

............................. sebesar Rp ....................
{1eneeseentnessute ot ssase s8Rt )
b. -Bahwa PIHAK , KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesual dengan
Peraturan Bupatl. '

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini. PARA PIHAK sepakat
mengadakan .perjanjlan-dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagal-berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1
1. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan ‘Keuangan. Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan’ Peraturan‘ Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
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kedua Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2011 Noinor 310).

Peraturan- erl. Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tantang Pedoman
Pem h- dan Bantuan Soslal yang bersumber darl Anggaran Pendapatan

~Nomor............ Tahun......... tentang Tata Pemberian dan
an Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dana hibah adalah :

)

(2)

1)
(2)

(1)

(2)

.............................................................

.............................................................

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

PIHAK:PERTAMA-mempunyal hak menerima laporan pertanggungjawaban pengguna
anggaran.

PIHAK:PERTAMA: berkewaljiban untuk :
a. "“Me ja-hibah kepada PIHAK KEDUA; dan
b. - M rifikasl. dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan

‘pertangglinglawaban periggunaan hibah.
Pasal 4

PIHAK 'KEDUA mempunya hak menerima hibah.

PIHAK-KEDUA:berkewsjiban untuk :

a. infaatkan‘hibah'sebagaimana tersebut dalam lampiran naskah perjanjlan
hibahinl; - .
b. lenyarnpaikan: laporan ‘pertanggurigjawaban Penggunaan hibah kepada:PIHAK
MA“‘melalul-Badan Pengelplaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
angkap 2:(dua), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesal
dilaksanakan; dan
c. tuk .- calranhlbah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan
‘pertanggungjawaban:penggunaan hibah tahap sebelumnya.
KETENTUAN:PENUTUP
Pasal 5
Hakhal lain yang belum atau tidak.cukyp diatur dalam naskah perjanjian inl akan
diatur kemudian: in ;!

‘ wudian da_lam naskah perjanjian tambahan (addendum) yang:merupakan
satu kesatuan:dengan.naskah perjanjlan:atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
De@l.klpn’-fjna;g}{gp-‘fpfeg_';jgpjlan ini kami buat rangkap 2 (dua), -bermateraliéhkup yang
masing:masing ‘mempunyal kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani
oleh'PARA ‘PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

................................................

......................................................



Form 1.2
: bulan ... tahun......... (ORI |
aten: Kuningan; kami yangibertanda tangan dibawah ini :
- Jabatan
Alamat .,
~ Selanjutnya-disebut sebagal PIHAK PERTAMA.
2. NBMIA ettt
{ ,Jabatan ......................................................................................
: 'Alamat ......................................................................................
Selanjutnya:disebut sebagai PIHAK. KEDUA
PIHAK:-PERTAMA telah menyerahkan: Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp....................
(reens Hheseane ettt ettt sa e es et se e e e s et e e bbb e bbb e R e b e b ea et beabaates s neeneneeneetensentesnnsomenensas )
Untuk digunakan ................

.......................................................................................................

Selanjutnya- dalam_rangka.pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabllitas, PIHAK

'KED ib. n:laporan pertanggungjawaban penggunaan: hlbah tersebut
kepai (uningan melalui PIHAK'PERTAMA, selambat-lambatnya 1
(satu)lbulan setelah’keglatan:selesal dilaksanakan.

Demikian-berita acara Ini-dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK: ‘KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima:Hibah : '

------------------------------------------------

......................................................



Form 1.3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda:tangan:dibawah ini :

1.

-------

Nama D cetecnsacanacasanensnienaiessissseiiansessasasaisssiontainnssniessntansatessntenses

Jabatan :‘Kepala / Ketua

Alamat D teeeeererereneaeae b eae bt st ta et e senese e semta s et s esensaentetessesatereeeas

NAME e et sae e e e ae s sas et s sseaan
Jabatan Bendahara

Alamat

......................................................................................

...............................................................................................................

....................................................................................................

4 ggpngjawabkan penggunaan hibah sesual dengan Peraturan Bupati
'Kuninga INOINOL ... eeevecnencenecneeseeesenesenesesssseens Tahun......ccevcveneenne

\ : -atas. segala akibat / konsekwensi-dari penggunaan dana hibah
terhadap ‘semua:auditor (.BPK; BPKP, Inspektorat, Kepolisian dan’ KPK).

ran pertanggungjawaban keuangan . kepada Bupati Kuningan

_g_e C Qaan Keuangan dan Aset Daerah: Kabupaten Kuningan‘ .dalam
d!sampaikan kepada BPKAD,. tembusan lnspektora 1 abupaten

tHanibatnya 1 (satu) bulan setelah- keglatan selesal’ dllaksanakan

Mengetahui

Yang menyatakan
Kepala "/ “Ketua

Bendahara

................

Cap dan-materal

........................................................
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LAMPIRAN 1l : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR:"  : ‘

TANGGAL

'TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH. DAN.
OSIAL’* YANG! BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

A:DAERAH
Form 1.1
URAT P YAT.
Yang bertanda -tangan:dibawah Ini :
1. Nama J ettt et b e e e
Jabatan : Kepala / Ketua
Alamat L ettt e e b bees e eab e e ae e e e e e e seennnes
2. NAME et et e
Jabatan Bendahara
ABMAE  oeeeeeeussssseeeeseeeeeeee e eeeeeeeessesseseseeee e eeeoeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee
_Berkenaan: bantuan soslal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk
keglatan '
Sebesar RP. ..ot (et et et )

) 3 kan penggunaan bantuan -soslal- sesuai dengan: Peraturag
omor.... ceestseaeeatsantssnesnsesanes Tahun....

2. .segala akibat:/: konsekwens|: darl. -penggunaan.dana:bantuan
yirditor:(BPK:: ‘BPKP, Inspektorat Kepollsian dan- KPK)
3.
‘Mengetahul Yang menyatakan
Kepala™/ ‘Ketua ey

Bendahara

Cap dan-materal

oooooooooooooooooooooooooo

........................................................
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Form : 11.2
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
Pada hari-ini ... tanggal .........civiviinincnnna bulan................... tahun.................
(seenesns wases ....) kami yang bertanda tangan dibawah Ini :
No Nama NIP Jabatan
1
2
3

Telah bersama-sama mengadakan peninjauan lapangan kepada Penerima Hibah
/Bantuan Soslal dengan ‘nama program / keglatan :

...........................................

(
a,;APBD Tahun Anggaran ................. yang berlokasi di jalan
_ ... ‘Désa/Kelurahan

-------------------------------------

................................. Kecamatan

..............................

. "erlksaan lapangan ersebut diatas, kami berpendapat sebagal berikut :

SETUJU:UNTUK DIREALISAS!

TIDAK SETUJU-UNTUK DIREALISAS|

Dengan.alasan sebagal:berikut :

e O T A PR A s 5o =~
vy et A e

ik s ot o C S 5 -t
PR R B i L e onxie i)

L et ste et ettt e
2. sttt
B e

DAFTAR HADIR PEMERIKSAN LAPANGAN
‘No Nama- NIP Jabatan Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3

Kuningan

..............................

Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah

..................................................

..........................................
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